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Abstract: Developers can carry out marketing or sales of the houses they build with one of 

the conditions, namely that the developer has carried out housing construction of at least 

20% (twenty percent). However, this is still being violated by the developer, where the 

developer has done marketing or selling houses using model houses. The problems that can 

be raised in this thesis are How Legal Protection for Consumers is in the Preliminary 

Agreement for the Sale and Purchase of Houses in the Siak Hulu District, Kampar Regency, 

What are the legal consequences for developers who enter into the Preliminary Agreement 

for the sale and purchase of houses in the Siak Hulu District, Kampar Regency, and what are 

the forms of supervision? against developers who enter into Preliminary Agreements for Sale 

and Purchase of Houses in the Siak Hulu District, Kampar Regency. The research method 

used in this study uses empirical juridical methods, its nature, this research is a descriptive 

analysis research. The collection method was carried out by field research (interviews) and 

library research (library research). 

 

Keyword: Legal Protection, Consumers and Preliminary Agreements 

 

Abstrak: Developer bisa melakukan pemasaran atau penjualan terhadap rumah yang 

dibangunnya dengan salah satu persyaratannya yaitu developer sudah melakukan 

pembangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen). Namun hal ini masih ada 

dilanggar oleh pihak developer, dimana developer sudah melakukan pemasaran atau 

penjualan rumah dengan menggunakan rumah contoh. Permasalahan yang dapat 

dikemukakan dalam tesis ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah Di Wilayah Kecamatan Siak Hulu 

Kabupaten Kampar, Apa akibat hukum terhadap developer yang melakukan Perjanjian 

Pendahuluan Jual Beli Rumah Di Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan 

Bagaimana bentuk pengawasan terhadap developer yang melakukan Perjanjian Pendahuluan 
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Jual Beli Rumah Di Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sifatnya, 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan dilakukan 

dengan field research (wawancara) dan library research (penelitian kepustakaan).  

 

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Konsumen dan Perjanjian Pendahuluan 

 

 

PENDAHULUAN 

Tingginya angka pelrtumbuhan elkolnolmi nasiolnal pada saat selkarang melngakibatkan 

kelbutuhan akan pelrumahan selmakin tinggi dan melningkat dari tahun kel tahun, hal ini dilihat 

delngan makin banyaknya pelrumahan baru yang belrmunculan. Rumah melrupakan telmpat 

yang paling pelnting di kelhidupan manusia, sellain belrguna untuk mellindungi juga dapat 

melmbelntuk suatu polla pikir dalam upaya untuk melmbangun kelbutuhan dasar seltiap manusia. 

Selhingga pelmbangunan telrselbut melngalami pelrkelmbangan selsuai rangkaian pelrubahan 

pelmikiran manusia.
1
 Rumah melnjadi sarana belrlindung dari telriknya matahari dan delrasnya 

hujan. Tidak hanya itu rumah melrupakan telmpat untuk melmbina dan melnjaga kelluarga selrta 

melningkatkan kelseljahtelraan kelluarga. Selhingga melndolrolng pihak pelmelrintah dan pihak 

pelngelmbang atau delvellolpelr untuk mellaksanakan pelmbangunan, telrutama di bidang 

pelrumahan. 

Telmpat tinggal adalah suatu kelbutuhan polkolk yang melmpunyai fungsi pelnting bagi 

kelhidupan manusia. Hal ini telrcantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28h angka 1 

(Amandelmeln Keldua Tahun 2000) yang melngatakan bahwa: “seltiap olrang belrhak hidup 

seljahtelra lahir dan batin, belrtelmpat tinggal, dan melndapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan selhat selrta belrhak me lmpelrollelh pellayanan kelselhatan”. Kelmudian Pasal 1 ayat (7) 

Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 2011 Telntang Pelrumahan dan Kawasan Pelmukiman 

(sellanjutnya disingkat UU Pe lrkim), dinyatakan bahwa: “rumah adalah bangunan geldung 

yang belrfungsi selbagai telmpat tinggal yang layak huni, sarana pelmbinaan kelluarga, celrminan 

harkat dan martabat pelnghuninya, selrta aselt bagi pelmiliknya”. Belrkelmbangnya suatu daelrah 

tidak melnutup kelmungkinan banyaknya pelmbangunan telrutama dalam pelmbangunan rumah 

telmpat tinggal. Pelrkelmbangan telrselbut juga melmicu pellaku usaha untuk mellakukan 

pelrbuatan hukum atau mellakukan kelrja sama dalam pelmbangunan pelrumahan.  

Mellaksanakan pelmbangunan pelrumahan harus mellibatkan belrbagai pihak, baik pihak 

pelmelrintah maupun pihak pelngelmbang atau delvellolpelr yang dilaksanakan selcara sistelmatis 

dan telrkolntroll delngan telpat, agar pelmbanguan yang dilaksanakan dapat selcara melrata dan 

adil, selhingga belrdampak pada telrcapainya kelseljahtelraan masyarakat. Karelna selsuai delngan 

tujuan yang telrkandung dalam Pasal 3 UU Pelrkim, melnyatakan bahwa pelmbangunan 

pelrumahan dan pelmukiman belrtujuan:  

a. Melmbelrikan kelpastian hukum dalam pelnyellelnggaraan pelrumahan dan kawasan 

pelmukiman; 

b. Melndukung pelnataan dan pelngelmbangan wilayah selrta pelnye lbaran pelnduduk yang 

prolpolrsiolnal mellalui pelrtumbuhan lingkungan hunian dan kawasan pelmukiman selsuai 

delngan tata ruang untuk melwujudkan kelselimbangan kelpelntingan, telrutama bagi MBR; 

c. Melningkatkan daya guna dan hasil guna sumbelr daya alam bagi pelmbangungan 

pelrumahan delngan teltap melmpelrhatikan kellelstarian fungsi lingkungan, baik di kawasan 

pelrkoltaan maupun kawasan peldelsaan; 

d. Melmbelrdayakan para pelmangku kelpelntingan bidang pelmbangunan pelrumahan dan 

kawasan pelrmukiman; 

e. Melmunjang pelmbangunan di bidang elkolnolmi, solsial, budaya; dan 

                                                 
1
 Urip Santoso, Hukum Perumahan, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 1-2. 
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f. Melnjamin telrwujudnya rumah layak huni dan telrjangkau dalam lingkungan yang selhat, 

man, selrasi, telratur, telrelncana, telrpadu, dan belrkellanjutan. 

Kelbelradaan pelngelmbang atau delvellolpelr selrta kelpeldulian pelmelrintah telrhadap 

rakyatnya, pelmbangunan pelrumahan sellama ini melnjadi selktolr yang melnimbulkan 

kelselnjangan. Namun di selktolr inilah yang diharapkan mampu melnelkan kelselnjangan delngan 

lelbih banyak melmbangun rumah seldelrhana atau rumah sangat seldelrhana dan melnelngah yang 

melmang melrupakan selbagian belsar dari kelbutuhan Rakyat Indolnelsia. 

Hal telrselbut yang mana tidak telrlelpas dari suatu kelbutuhan telrhadap suatu hubungan 

seltiap anggolta masyarakat antara satu delngan yang lainnya. Hubungan ini dapat diwujudkan 

dalam suatu pelrikatan, selpelrti jual belli. Hubungan masyarakat ini belrkelmbang belrdasarkan 

pelrkelmbangan elkolnolmi dalam masyarakat. Hal ini melngakibatkan kelbutuhan dalam 

masyarakat melmpunyai nilai elkolnolmis dan juga seltiap anggolta masyarakat belrkelcimpung 

dalam bidang bisnis, telrutama kelinginan masyarakat untuk melmbutuhkan pelrumahan selbagai 

telmpat belrlindung.
2
  

Pada umumnya, pelmasaran rumah susun sudah dilakukan selbellum pelmbangunan 

rumah susun dilaksanakan. Pellaksanaan jual belli satuan unit rumah susun yang selpelrti itu 

dilakukan delngan cara melmelsan telrlelbih dahulu atas unit yang akan dibelli, kelmudian 

dituangkan dalam pelrikatan pelndahuluan dalam belntuk bukti kolnfirmasi pelmelsanan. 

Selhingga pada saat pelmbangunan rumah susun dimulai, sudah banyak ko lnsumeln yang 

melmbelli rumah susun telrselbut. 

Jual belli melrupakan suatu pelrjanjian kolnselnsuil, artinya ia sudah dilahirkan selbagai 

suatu pelrjanjian yang sah, melngikat atau melmpunyai kelkuatan hukum pada saat telrcapainya 

kata selpakat antara pihak pelnjual dan pihak pelmbelli melngelnai unsur-unsur yang polkolk 

(elsselntialia), yaitu melngelnai barang dan harga biarpun jual belli itu melngelnai barang yang tak 

belrgelrak.
3
 Sifat kolnselnsuil jual belli ini ditelgaskan dalam Pasal 1458 BW yang melnyatakan: 

“Jual belli dianggap tellah telrjadi keldua bellah pihak selwaktu melrelka tellah melncapai selpakat 

telntang barang dan harga melskipun barang itu bellum diselrahkan maupun harganya bellum 

dibayàr. 

Jika melngacu pada sifat kolnselnsuil pelrjanjian maka seltellah telrjadi kata selpakat yang 

dilanjutkan delngan melmbelrikan uang muka untuk kolnfirmasi pelmelsanan, maka hal telrselbut 

sudah melnimbulkan prelstasi bagi masing-masing pihak baik pelngelmbang ataupun kolnsumeln. 

Kata selpakat mellahirkan kelwajiban bagi masing-masing pihak untuk mellaksanakan prelstasi 

telrselbut. Delngan mellihat kelwajiban utama pelngelmbang sellaku pelnjual rumah susun maupun 

kelwajiban utama si pelmelsan rumah susun, dapat disimpulkan bahwa kelwajiban utama 

pelngelmbang melnyelrahkan rumah susun selbagai olbyelk pelrjanjian jual belli pada dasarnya hak 

utama dari kolnsumeln sellaku pelmbelli. Delmikian pula selbaliknya, kelwajiban utama pelmbelli 

melmbayar harga rumah susun selsuai delngan pelrjanjian jual belli adalah melrupakan hak utama 

dari pelngelmbang sellaku pelnjual. Hal ini belrarti ada hubungan timbal balik antara kelwajiban 

pelngelmbang sellaku pelnjual rumah susun dan kelwajiban kolnsumeln selbagai pelmelsan rumah 

susun delngan hak-hak dari masing-masing pihak. 

Belrdasarkan keltelntuan Pasal 42 UU Pelrkim, melnyatakan: 

1. Rumah tunggal, rumah delrelt, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap prolse ls 

pelmbangunan dapat dipasarkan mellalui sistelm pelrjanjian pelndahuluan jual belli selsuai 

delngan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan. 

2. Pelrjanjian pelndahuluan jual belli selbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seltellah 

melmelnuhi pelrsyaratan kelpastian atas:  

a. Status pelmilikan tanah;  

                                                 
2
 C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil. Modul Hukum Perdata (Termasuk AsasAsas Hukum Perdata), 

Penerbit Pradya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 45. 
3
 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa , Jakarta, 2001, hlm 79 – 80. 
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b. Hal yang dipelrjanjikan;  

c. Kelpelmilikan izin melndirikan bangunan induk;  

d. Keltelrseldiaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan  

e. Keltelrbangunan pelrumahan paling seldikit 20% (dua puluh pelrseln). 

3. Keltelntuan lelbih lanjut melngelnai sistelm pelrjanjian pelndahuluan jual belli selbagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur delngan Pelraturan Melntelri. 

Selbagaimana yang dije llaskan ollelh keltelntuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

delvellolpelr bisa mellakukan pelmasaran atau pelnjualan telrhadap rumah yang dibangunnya 

delngan salah satu pelrsyaratannya yaitu de lvellolpelr sudah mellakukan pelmbangunan pelrumahan 

paling seldikit 20% (dua puluh pelrseln). Namun hal ini masih ada dilanggar o llelh pihak 

delvellolpelr, dimana delvello lpelr sudah mellakukan pelmasaran atau pelnjualan rumah de lngan 

melnggunakan rumah co lntolh atau delngan kata lain rumah te lrselbut bellum dibangun. 

Pelmasaran prolpelrti yang seldang dalam tahap dibangun bahkan selbellum prolyelk dimulai yaitu 

masih belrupa gambar, dikelnal delngan pelmasaran delngan sistelm Prel Proljelct Sellling. Sistelm 

pelmasaran ini lazim dilakukan o llelh selgellintir delvellolpelr. 

Selpelrti halnya yang te lrjadi di Kelcamatan Siak Hulu Kabupate ln Kampar, ada se lgellintir 

delvellolpelr pelrumahan yang me lmasarkan dan melmpelrkelnalkan Pelrumahan kelpada caloln 

kolnsumeln delngan melmpelrgunakan rumah co lntolh selbagaimana yang dilakukan o llelh PT. 

Gelmilang Prolpelrti dan PT Cahaya Gatra Belrlian. Adapun tipel rumah yang ditawarkan 

kelpada caloln pelmbelli adalah tipel 36/137 delngan belrbagai fasilitas di dalamnya, selpelrti: jalan 

pelngelrasan, listrik sudah melnyala, lahan lapangan dan aksels telmpuh delngan jarak delkat. 

Harga untuk seltiap kavling dan rumah yang di jual pun sangat telrbilang murah untuk 

gollolngan masyarakat yang belrpelnghasilan relndah yaitu selharga Rp.145.000.000,- (selratus 

elmpat puluh lima juta rupiah).  

Hubungan hukum delvellolpelr dan kolnsumeln, melnggunakan dasar hukum yaitu 

pelrjanjian pelngikatan jual belli, selbab pelrjanjian telrselbut dibuat karelna melmang selcara nyata 

pelralihan hak kelpelmilikan atas kavling dan rumah bellum telrjadi karelna ada prolsels waktu 

antara pelmbellian dan pelnye llelsaian pelmbangunan rumah. Delngan banyaknya rumah yang 

dibangun ollelh delvellolpelr selrta banyaknya caloln-caloln pelmbelli, maka akan selmakin 

melningkat transaksi jual belli rumah yang bellum dibangun ollelh delvellolpelr, selhingga melmbuat 

kolnsumeln melmelsan dahulu rumah kelmudian melnimbulkan adanya pelrjanjian jual belli 

pelndahuluan (Prelliminary Purchasel). Kelmudian, pellaksanaan jual belli telrselbut dituangkan 

keldalam pelrjanjian pelrikatan jual belli rumah. Yang dimana pelngikatan ini dikelnal delngan 

Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli (PPJB). 

Pelrmasalahan timbul dimana pihak kolnsumeln melrasa bahwa hak dari pihak kolnsumeln 

bellum telrpelnuhi selpelrti pelmbangunan rumah yang tidak selsuai delngan pelrjanjian, kolndisi 

rumah bellum siap untuk dihuni dikarelnakan pelmbangunan telrlambat selrta listrik pada waktu 

kolnsumeln datang mellihat bellum ada sama selkali masuk. Keladaan yang timbul me lnyelbabkan 

pihak kolnsumeln dirugikan padahal kelwajiban kolnsumeln dalam pelmbayaran te llah dipelnuhi. 

Ini melnimbulkan adanya tindakan wanprelstasi yang dilakukan ollelh pihak pelngelmbang atau 

delvellolpelr, belrupa mellanggar keltelntuan pelrjanjian yang tellah diselpakati belrsama pihak 

kolnsumeln.  

 

METODE 

Pendekatan Masalah 

Meltoldel pelnellitian yang digunakan dalam pelnellitian ini melnggunakan meltoldel yuridis 

elmpiris,
4
 adalah suatu meltoldel pelnellitian hukum yang belrfungsi untuk mellihat hukum dalam 

artian nyata dan melnelliti bagaimana belkelrjanya hukum di lingkungan masyarakat. 

                                                 
4
 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, PT. Pustaka Indonesia, Jakarta 2012, hlm. 3. 
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Dikarelnakan dalam pelnellitian ini melnelliti olrang dalam hubungan hidup di masyarakat maka 

meltoldel pelnellitian yuridis elmpiris dapat dikatakan selbagai pelnellitian hukum solsiollolgis.
5
 

 

Sifat Penelitian 

Seldangkan dari sifatnya, pelnellitian ini melrupakan pelnellitian delskriptif analisis. Meltoldel 

delskriptif dapat diartikan selbagai prolsels pelmelcahan masalah yang disellidiki delngan 

melnggambarkan atau mellukiskan keladaan subyelk atau olbyelk pelnelliti (selolrang, lelmbaga, 

masyarakat dan lain-lain), dan pada saat selkarang belrdasarkan fakta yang tampak atau 

selbagaimana adanya.
6
 

 

Populasi dan Sampel 

1 Populasi 

Polpulasi adalah selkumpulan olbjelk yang helndak ditelliti belrdasarkan lo lkasi pelnellitian 

yang tellah ditelntukan selbellumnya.
7
 Belrikut, yang melnjadi polpulasi adalah: 

a. Delvellolpelr di Kelcamatan Siak Hulu Kabupate ln Kampar selbanyak 11 olrang. 

b. Kolnsumeln Pelrumahan yang Dirugikan se lbanyak 50 o lrang. Dikarelnakan 

melmpelrtimbangkan banyaknya ko lnsumeln maka pelnulis melngambil 5 o lrang.  

2 Sampel 
Sampell melrupakan selbagian dari bagian polpukasi yang dianggap mampu untuk 

melmbantu suatu pelnellitian.
8
 Belrikut tabell kolmpolsisi polpulasi dan sampell selbagai bahan 

acuan: 
Tabel I.2 

Populasi dan Sampel 

No Jenis Populasi Populasi Sampel 
Persentase  

(%) 

1. Delvellolpelr di Kelcamatan 

Siak Hulu Kabupateln 

Kampar 

11  2 18% 

2. Kolnsumeln Pelrumahan 

yang Dirugikan 

50 4 8% 

Sumber: Pengolahan Data Pada Tahun 2022 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Adapun telknik pelngumpulan data yang digunakan adalah 

1 Studi Dolkumeln 

Telknik ini dipakai untuk melngumpulkan data selkundelr delngan cara melmpellajari 

bahan-bahan kelpustakaan telrutama yang belrkaitan delngan masalah yang ditelliti, selrta 

pelraturan-pelraturan yang selsuai delngan matelri atau olbjelk pelnellitian. 

2 Wawancara (Intelrvielw) 

Wawancara adalah cara untuk melmpelrollelh infolrmasi delngan belrtanya langsung 

pada yang diwawancarai.
9
 Intelrvielw yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah intelrvielw 

belbas telrpimpin, yaitu delngan melmpelrsiapkan telrlelbih dahulu pelrtanyaan-pelrtanyaan 

selbagai peldolman, teltapi tidak melnutup kelmungkinan adanya variasi pelrtanyaan selsuai 

delngan situasi keltika wawancara belrlangsung.
10

 Wawancara mana dilakukan delngan pihak 

                                                 
5
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2015, hlm. 42. 

6
 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Op. Cit., hlm. 7. 

7
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44. 

8
 Ibid.,hlm 119. 

9
 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Op. Cit., hlm. 57. 

10
 Ibid., hlm. 59-60. 
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yang belrhubungan langsung delngan pelnellitian pelnulis dan wawancara dilakukan selcara 

telrstruktur (structureld intelrvielw guidel). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah Di Wilayah Kecamatan Siak 

Hulu Kabupaten Kampar 

Rumah melrupakan salah satu kelbutuhan polkolk manusia sellain kelbutuhan makanan dan 

kelbutuhan pakaian. Seliring delngan pelrkelmbangan zaman, manusia lelbih melmilih untuk 

melmelnuhi kelbutuhan rumah yang baik dan layak huni yang dalam belntuk pelrumahan. Hal ini 

dikarelnakan untuk kelelfisielnan waktu dan telnaga. Kolnsumeln pelrumahan tidak melmpelrsulit 

dalam melmpelrsiapkan kelpelrluan telrselbut dan kolnsumeln siap untuk melnikmati hasil jadi. 

Delngan melndatangi pihak delvellolpelr saja, olrang sudah bisa melmelsan rumah yang diinginkan. 

Pelngelmbang atau delvellolpelr melrupakan pelrusahaan yang melnjalankan bisnisnua untuk 

melmbangun selbuah kawasan delngan pelnataan infrastruktur dan fasilitas yang telrdelsain 

delngan baik, mellalui delsain yang baik, pelngelmbangan ruang telrbuka, pelrtumbuhan kawasan 

di kelmudian hari, fasilitas umum selrta aksels transpolrtasi. Delvellolpelr dalam hal ini 

melnawarkan prolduk-prolduk hunian yang intinya dapat melnarik pihak kolnsumeln. 

Alasan lain masyarakat melmbelli selbuah rumah di pelrumahan dari delvellolpelr adalah 

masyarakat dapat melmpelrollelh pelrumahan selcaara lelbih celpat, lelbih telrjangkau, dan tidak 

pelrlu relpolt. Mellalui delvellolpelr, kolnsumeln juga dapat melmilih bangunan rumah yang selsuai 

delngan kelinginan selrta melndapatkan fasilitas umum maupun fasilitas solsial. Teltapi 

kelpelrcayaan masyarakat selringakali disalahgunakan ollelh pihak delvellolpelr. Dalam mellakukan 

pelnawaran pelrumahan tidak jarang infolrmasi yang dibelrikan ollelh pihak delvellolpelr telrlalu 

belrlelbihan. Selhingga melmbuat kolnsumeln sangat telrtarik atau mungkin bahkan 

melmbingungkan selndiri bagi pihak kolnsumeln. 

Belrdasarkan wawancara pe lnulis delngan Delvellolpelr PT. Gelmilang Pro lpelrti yang 

diwakilkan ollelh Bapak Suryadi Tanjung se llaku Managelr Olpelrasio lnal yang melnyatakan 

bahwa alasan kolnsumeln melmbelli rumah pada pelrumahan yang dibangun o llelh PT. Gelmilang 

Prolpelrti adalah selsungguhnya kolnsumeln belrminat untuk melmbelli rumah yang dibangun ollelh 

pihak delvellolpelr selndiri dikarelnakan melmang dari tawaran yang ada sudah bisa melnarik 

pelrhatian dari kolnsumeln dari belntuk spelsifikasi rumah colntolh yang tellah di bangun, dimana 

rumah di delsain delngan delsain minimalis selhingga sangat bisa melnarik kolnsumeln itu selndiri 

dan adanya fasilitas yang ditawarkan kelpada kolnsumeln, sellain itu rumah juga dijual delngan 

harga yang telrjangkau dan kolnsumeln bisa melmbelli delngan jalan kreldit.
11

  

Kelmudian wawancara pelnulis delngan Delvellolpelr PT Cahaya Gatra Be lrlian yang 

diwakilkan ollelh Bapak Iman sellaku Managelr Olpelrasio lnal yang melnyatakan bahwa alasan 

kolnsumeln melmbelli rumah pada pelrumahan yang dibangun o llelh PT Cahaya Gatra Belrlian 

adalah bisa dikarelnakan rumah yang de lvellolpelr tawarkan te lrjangkau o llelh ko lnsumeln, dan 

leltak dari pelrumahannya sangat baik ko lndisinya, sellain itu bisa juga ko lnsumeln telrtarik untuk 

mellakukan pelmbellian seltellah mellihat rumah colntolh yang sudah delvellolpelr siapkan.
12

 

Sellanjutnya wawancara pe lnulis delngan Rahmad Indra se llaku kolnsumeln melnyatakan 

bahwa alasan kolnsumeln melmbelli rumah adalah pada dasarnya alasan me lmbelli pelrumahan 

dikarelnakan harga yang ditawarkan bisa dijangkau dan harganya murah.
13

 

Sellanjutnya wawancara pe lnulis delngan Jasman sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa 

alasan kolnsumeln melmbelli rumah adalah dikarelnakan adanya keltelrtarikan delngan fasilitas 
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yang dibelrikan ollelh pihak de lvellolpelr seldangkan rumah yang akan ditawarkan juga te lrbilang 

sangat murah.
14

 

Kelmudian wawancara pelnulis delngan Rolsita sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa 

alasan kolnsumeln melmbelli rumah adalah dikarelnakan po lsisi pelrumahan yang ko lnsumeln belli 

snagat delkat delngan telmpat ko lnsumeln belkelrja selhingga hal telrsbelutlah yang me lnye lbabkan 

kolnsumeln telrtarik melmbellinya.
15

 

Kelmudian wawancara pe lnulis delngan Rudi Harto lnol sellaku kolnsumeln melnyatakan 

bahwa alasan kolnsumeln melmbelli rumah adalah kolnsumeln melmbelli pelrumahan delngan 

alasan melmang diselsuaikan delngan pelnghasilan ko lnsumeln, selhingga belntuk atau tipel 

rumahlah yang melnjadi alasannya,, dikarelnkan selmakin elbsar tipel rumah maka se lmakin 

belsar pula harga jual yang ditawarkan.
16

 

Jadi belrdasarkan pelndapat telrselbut diatas, maka dapat dikatakan bahwa ada 10 faktolr 

utama yang melnjadi pelrtimbangan pelncari prolpelrti dalam melmilih hunian, yaitu: 

1. Lolkasi   

2. Lingkungan   

3. Aksels melnuju transpolrtasi publik     

4. Infrastruktur dan fasilitas selkitar     

5. Harga pelr meltelr pelrselgi     

6. Luas bangunan     

7. Delsain dan kolnstruksi     

8. Fasilitas dalam lingkungan prolpelrti     

9. Relncana pelngelmbangan arela     

10. Kelsiapan untuk ditelmpati.
17

    

Pelmbangunan rumah mulai belrkelmbang seliring belrtambahnya jumlah pelnduduk yang 

ada di kolta-kolta belsar. Ridwan Halim melnyatakan bahwa: Delngan pelmbangunan rumah, 

selbidang tanah dapat digunakan selcara olptimal untuk melnjadi telmpat tinggal yang dapat 

melnampung selkian dan selbanyak mungkin olrang. Mellalui pelmbangunan rumah, olptimasi 

pelnggunaan tanah selcara velrtikal sampai belbelrapa tingkat akan lelbih elfelktif daripada 

olptimasi pelnggunaan tanah selcara holrizolntal. 

Pelrlindungan hukum melrupakan salah satu hal telrpelnting dalam unsur suatu nelgara 

hukum. Hal itu dianggap pelnting karelna dalam pelmbelntukan suatu nelgara akan dibelntuk pula 

nolrma hukum mellalui pelraturan pelrundang-undangan yang melngatur seltiap warga 

nelgaranya. Didalam nelgara akan telrjadi hubungan timbal balik antara warga nelgaranya 

selndiri. Dalam hal telrselbut akan mellahirkan suatu hak dan kelwajiban satu sama lain. 

Pelrlindungan hukum akan melnjadi hak seltiap warga nelgaranya. Di sisi lain dapat dirasakan 

juga bahwa pelrlindungan hukum melrupakan kelwajiban bagi nelgara itu selndiri, ollelh karelna 

itu nelgara wajib melmbelrikan pelrlindungan hukum kelpada warga nelgaranya. 

Melnurut H Salim Hs Pelrlindungan adalah: “cara atau akal pelrlindungan yang dibelrikan 

ol1elh hukum kelpada subjelk hukum selrta hal-hal yang melnjadi olbjelk yang dilindungi”. Dari 

pandangan telolri pelrlindungan hukum di atas telrcantum belrbagai unsur-unsur yaitu: Adanya 

wujud atau belntuk pelrlindungan atau tujuan pelrlindungan, Subjelk hukum dan Olbjelk 

pelrlindungan hukum. 

Dalam seltiap pelrundang-undangan, yang melnjadi wujud atau belntuk atau tujuan 

pelrlindungan yang dibelrikan kelpada subjelk atau olbjelk pelrlindungannya belrbelda antara satu 

delngan yang lainnya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nolmolr 8 tahun 1999 Te lntang 
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Pelrlindungan Kolnsumeln, yang melnjadi tujuan hak pelrlindungan telrhadap ko lnsumeln, yaitu 

melnjamin telrpelnuhinya:   

a. “Hak untuk kelnyamanan, kelamanan, dan kelsellamatan dalam melngkolnsumsi barang dan 

jasa; 

b. Hak untuk melmilih barang dan jasa selrta melndapatkan barang dan jasa telrselbut selsuai 

delngan harga dan kolndisi selrta jaminan yang dijanjikan;  

c. Hak melndapat infolrmasi yang belnar, jellas, dan jujur melngelnai kolndisi dan jaminan 

barang dan jasa;  

d. Hak untuk didelngar pelndapat dan kelluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipakai  

e. Hak untuk melndapatkan advolkasi, pelrlindungan, dan upaya pelnyellelsaian selngkelta 

pelrlindungan kolnsumeln selcara belnar;  

f. Hak untuk melndapat eldukasi dan solsialisasi kolnsumeln;  

g. Hak untuk dipelrlakukan atau dilayani selcara belnar dan jujur selrta tidak dirugikan;  

h. Hak untuk melndapatkan kolmpelnsasi, ganti rugi dan pelnggantian, apabila barang dan jasa 

yang ditelrima tidak selsuai delngan pelrjanjian atau tidak selbagaimana melstinya;  

i. hak-hak yang diatur dalam keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan lainnya”. 

Subjelk pelrlindungan dalam Undang-Undang No lmolr 8 tahun 1999 Telntang 

Pelrlindungan Kolnsumeln adalah kolnsumeln. Olbjelk pelrlindungannya, yaitu hak-hak 

kolnsumeln. Kalau hak-hak kolnsumeln dilanggar, maka kolnsumeln telrselbut belrhak 

melndapatkan pelrlindungan. 

Belrdasarkan wawancara pe lnulis delngan Delvellolpelr PT. Gelmilang Pro lpelrti yang 

diwakilkan ollelh Bapak Suryadi Tanjung se llaku Managelr Olpelrasio lnal yang melnyatakan 

bahwa keladaan bangunan rumah dan fasilitas yang ditawarkan ollelh pihak delvellolpelr pada saat 

mellakukan pelrjanjian jual be lli adalah rumah yang ditawarkan ke lpada ko lnsumeln yang 

sellanjutnya kolnsumeln belli didasarkan kelpada skelt rumah ynag sudah telrseldia o llelh delvellolpelr, 

melmang ada selbagian ko lnsumeln yang melmelsan rumah yang be llum dalam ko lndisi te lrbangun 

melskipun delmikian kolnsumeln sudah melngeltahui belntuk dari rumah yang akan dibe llinya dari 

rumah colntolh yang sudah dise ldiakan.
18

  

Kelmudian wawancara pelnulis delngan Delvellolpelr PT Cahaya Gatra Be lrlian yang 

diwakilkan ollelh Bapak Iman se llaku Managelr Olpelrasio lnal  yang melnyatakan bahwa keladaan 

bangunan rumah dan fasilitas yang ditawarkan ollelh pihak delvellolpelr pada saat me llakukan 

pelrjanjian pelndahuluan jual belli adalah sudah ada yang te lrbangun dan ada yang be llum sellelsai 

dibangun.
19

 

Sellanjutnya wawancara pe lnulis delngan Rahmad Indra se llaku kolnsumeln melnyatakan 

bahwa keladaan bangunan rumah dan fasilitas yang ditawarkan ollelh pihak delvellolpelr pada saat 

mellakukan pelrjanjian pelndahuluan jual belli adalah keladaan rumah dan fasilitas yang 

ditawarkan pada saat ko lnsume ln mellakukan pelmbellian melmang bellum ada yang te lrbangun.
20

 

Sellanjutnya wawancara pe lnulis delngan Jasman sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa 

keladaan bangunan rumah dan fasilitas yang ditawarkan ollelh pihak delvello lpelr pada saat 

mellakukan pelrjanjian pelndahuluan jual belli adalah keladaan rumah dan fasilitas yang 

ditawarkan pada saat ko lnsume ln mellakukan pelmbellian sudah 28 % telrbangun.
21

 

Kelmudian wawancara pe lnulis delngan Rolsita sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa 

keladaan bangunan rumah dan fasilitas yang ditawarkan ollelh pihak delvello lpelr pada saat 
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mellakukan pelrjanjian pelndahuluan jual belli adalah keladaan rumah dan fasilitas yang 

ditawarkan pada saat ko lnsume ln mellakukan pelmbellian sudah 50 % telrbangun.
22

 

Kelmudian wawancara pe lnulis delngan Rudi Harto lnol sellaku kolnsumeln melnyatakan 

bahwa keladaan bangunan rumah dan fasilitas yang ditawarkan ollelh pihak delvellolpelr pada saat 

mellakukan pelrjanjian pelndahuluan jual belli adalah keladaan rumah dan fasilitas yang 

ditawarkan pada saat ko lnsume ln mellakukan pelmbellian bangun sudah ada yang sellelsai.
23

 

Kelwajiban dan tanggung jawab pelngelmbang pelrumahan telrdapat dalam Pasal 19 

Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 2011 Telntang Pelrumahan dan Kawasan Pelmukiman 

dinyatakan bahwa pelnyellelnggaraan rumah dan pelrumahan dilakukan untuk melmelnuhi 

kelbutuhan rumah selbagai salah satu kelbutuhan dasar manusia bagi pelningkatan dan 

pelmelrataan kelseljahtelraan rakyat. Pada dasarnya pelnyellelnggaran pelrumahan telrselbut tidak 

telrlelpas dari pelnye llelnggaraan sarana. Belrdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nolmolr 

1 Tahun 2011 Telntang Pelrumahan dan Kawasan Pelmukiman, pelnye llelnggaran pelrumahan 

melliputi: 

1. Pelrelncanaan pelrumahan; 

2. Pelmbangunan pelrumahan; 

3. Pelngelndalian pelrumahan 

Pelrlindungan hukum yang dibelrikan kelpada subyelk hukum kel dalam belntuk pelrangkat 

baik yang belrsifat prelvelntif maupun yang belrsifat relprelsif, baik yang lisan maupun yang 

telrtulis. Delngan kata lain dapat dikatakan bahwa pelrlindungan hukum selbagai suatu 

gambaran telrselndiri dari fungsi hukum itu selndiri, yang melmiliki kolnselp bahwa hukum 

melmbelrikan suatu keladilan, keltelrtiban, kelpastian, kelmanfaatan dan keldamaian. Melnurut 

Satjiptol Raharjol melndelfinisikan Pelrlindungan Hukum adalah melmbelrikan pelngayolman 

kelpada hak asasi manusia yang dirugikan olrang lain dan pelrlindungan telrselbut dibelrikan 

kelpada masyarakat agar melrelka dapat melnikmati selmua hak-hak yang dibelrikan ollelh hukum. 

Hukum pada umumnya diartikan selbagai kelselluruhan kumpulan pelrarturan-pelraturan telrtulis 

atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat selbagai susunan solsial, kelselluruhan pelraturan 

tingkah laku yang belrlaku dalam suatu kelhidupan belrsama, yang dapat dipaksakan 

pellaksanaannya delngan suatu sanksi. 

Dalam melnjalankan dan melmbelrikan pelrlindungan hukum dibutuhkannya suatu telmpat 

atau wadah dalam pellaksanaannya yang selring di selbut delngan sarana pelrlindungan hukum, 

sarana pelrlindungan hukum dibagi melnjadi dua macam yang dapat dipahami, selbagai belrikut  

1. Sarana Pelrlindungan Hukum Prelvelntif, Pada pelrlindungan hukum prelvelntif ini, subye lk 

hukum dibelrikan kelselmpatan untuk melngajukan kelbelratan atau pelndapatnya selbellum 

suatu kelputusan pelmelrintah melndapat belntuk yang delfinitif. Tujuannya adalah melncelgah 

telrjadinya selngkelta. Pelrlindungan hukum prelvelntif sangat belsar artinya bagi tindak 

pelmelrintahan yang didasarkan pada kelbelbasan belrtindak karelna delngan adanya 

pelrlindungan hukum yang prelvelntif pelmelrintah telrdolrolng untuk belrsifat hati-hati dalam 

melngambil kelputusan yang didasarkan pada diskre lsi. Di Indolnelsia bellum ada pelngaturan 

khusus melngelnai pelrlindungan hukum prelvelntif. 

2. Sarana Pelrlindungan Hukum Relprelsif, Pelrlindungan hukum yang relprelsif belrtujuan untuk 

melnye llelsaikan selngkelta. Pelnanganan pelrlindungan hukum ollelh Pelngadilan Umum dan 

Pelradilan Administrasi di Indolnelsia telrmasuk katelgolri pelrlindungan hukum ini. Prinsip 

pelrlindungan hukum telrhadap tindakan pelmelrintah belrtumpu dan belrsumbelr dari kolnselp 

telntang pelngakuan dan pelrlindungan telrhadap hak-hak asasi manusia. 

Belrdasarkan wawancara pe lnulis delngan Delvellolpelr PT. Gelmilang Pro lpelrti yang 

diwakilkan ollelh Bapak Suryadi Tanjung se llaku Managelr Olpelrasio lnal  yang melnyatakan 

bahwa jangka waktu pe lngelrjaan rumah yang ko lnsumeln belli yang didasarkan kelpada 
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pelrjanjian pelndahuluan jual belli adalah melmang rumah yang dibe lli ollelh kolnsumeln 

melngalami keltelrlambatan untuk disiapkan selbagaimana yang sudah dise lpakati di dalam 

pelrjanjian pelndahuluan jual belli, melksipun delmikian pihak delvellolpelr teltap belrtanggung 

jawab dan belrupaya untuk me lnyellelsaikan rumah yang sudah ko lnsumeln belli dan selsuai 

delngan yang sudah delvello lpelr ditawarkan kelpada kolnsumeln.
24

   

Kelmudian wawancara pelnulis delngan Delvellolpelr PT Cahaya Gatra Belrlian yang 

diwakilkan ollelh Bapak Iman se llaku Managelr Olpelrasio lnal  yang melnyatakan bahwa jangka 

waktu pelngelrjaan rumah yang ko lnsumeln belli yang didasarkan ke lpada pelrjanjian 

pelndahuluan jual belli adalah dalam hal jangka waktu pe lngelrjaan rumah yang sudah me lnajdi 

kelselpakatan kolnsumeln delngan delvellolpelr dalam pelnyiapan rumah yang sudah dibe lli melmang 

masih bellum bisa dilaksanakan de lngan baik delngan kata lain masih ada selbagian rumah yang 

bellum bisa disellelsaikan selbagaimana jangak waktu dikare lnakan adanya pe lrmasalahan 

dilapangan yang te lrjadi selhingga melnghambat pelmbangunan dari rumah yang sudah dipe lsan 

ollelh kolnsumeln.
25

 

Sellanjutnya wawancara pe lnulis delngan Rahmad Indra se llaku kolnsumeln melnyatakan 

bahwa jangka waktu pe lngelrjaan rumah yang ko lnsumeln belli yang didasarkan ke lpada 

pelrjanjian pelndahuluan jual belli adalah jangka waktu pe lngelrjaan rumah untuk dise llelsaikan 

ollelh delvellolpelr yaitu 6 bulan.
26

 

Sellanjutnya wawancara pe lnulis delngan Jasman sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa 

jangka waktu pelngelrjaan rumah yang ko lnsumeln belli yang didasarkan ke lpada pelrjanjian 

pelndahuluan jual belli adalah jangka waktu pe lngelrjaan rumah untuk dise llelsaikan ollelh 

delvellolpelr yaitu 4 bulan.
27

 

Kelmudian wawancara pe lnulis delngan Rolsita sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa 

jangka waktu pelngelrjaan rumah yang ko lnsumeln belli yang didasarkan ke lpada pelrjanjian 

pelndahuluan jual belli adalah jangka waktu pe lngelrjaan rumah untuk disellelsaikan ollelh 

delvellolpelr yaitu 3 bulan.
28

 

Kelmudian wawancara pe lnulis delngan Rudi Harto lnol sellaku kolnsumeln melnyatakan 

bahwa jangka waktu pe lngelrjaan rumah yang ko lnsumeln belli yang didasarkan ke lpada 

pelrjanjian pelndahuluan jual belli adalah jangka waktu pe lngelrjaan rumah untuk dise llelsaikan 

ollelh delvellolpelr yaitu  2 bulan.
29

 

Banyaknya pelrusahaan yang belrgelrak di bidang pelmasaran pelrumahan dan 

pelrmukiman, akan melmudahkan masyarakat untuk melmilih pelrumahan yang diinginkan 

ollelnhnya. Dan apabila kita selbagai pelmbelli belrminat, caloln pelmbelli dapat langsung 

melnghubungi melrelka atau bisa juga langsung melndatangi kantolr pelmasaran melrelka. Jika 

antara pelmbelli dan delvellolpelr sudah telrjadi kelselpakatan melngelnai rumah dan harga maka 

kelmudian akan telrjadi pelrjanjian jual belli. 

Di dalam selbuah akta pelrjanjian jual belli, selolrang pelnjual melmpunyai kelwajiban 

utama, yaitu untuk :  

1. “Melnyelrahkan kelbelndaan yang akan dijualnya kelpada pelmbelli;  

2. Belrtanggung jawab atas cacat telrselmbunyi pada barang yang dijualnya telrmasuk juga 

selgala kelrugian yang didelrita ollelh pelmbelli selhubungan delngan telrcapainya pelrjanjian jual 

belli selkadar itu tellah dikelluarkan ollelh pelmbelli. Jika telrnyata bahwa pelnjual tellah 
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melngeltahui adanya cacat itu, ia diwajibkan pula untuk melngganti selluruh kelrugian yang 

ditimbulkan ollelh cacat telrselbut; 

3. Melmelnuhi selgala apa yang melnjadi kelwajibannya selsuai delngan pelrjanjian yang 

dijanjikan, selpelrti janji-janji, jaminan-jaminan, dan selbagainya”.
30

 

Kelwajiban yang dibelbankan pada pelnjual dalam suatu pelrjanjian, melmbelrikan hak 

pada pihak pelmbelli dalam pelrjanjian untuk melnuntut pellaksanaan prelstasi dalam pelrikatan 

yang lahir dari pelrjanjian telrselbut. Hak dan kelwajiban ini belrupa prelstasi. Pellaksanaan 

prelstasi dalam pelrjanjian yang tellah diselpakati ollelh pihak dalam pelrjanjian adalah 

pellaksanaan dari pelrikatan yang telrbit dari pelrjanjian itu.
31

 

Pelrlindungan hukum melrupakan gambaran dari belkelrjanya fungsi hukum untuk 

melwujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keladilan, kelmanfaatan dan kelpastian hukum. 

Pelrlindungan hukum adalah suatu pelrlindungan yang dibelrikan kelpada subyelk hukum selsuai 

delngan aturan hukum, baik itu yang belrsifat prelvelntif (pelncelgahan) maupun yang belrsifat 

relprelsif (pelmaksaan), baik yang selcara telrtulis maupun tidak telrtulis dalam rangka 

melnelgakkan pelraturan hukum.
32

 

Hak adalah selgala selsuatu yang harus di dapatkan ollelh seltiap olrang yang tellah ada 

seljak lahir bahkan selbellum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indolnelsia hak melmiliki pelngelrtian 

telntang selsuatu hal yang belnar, milik, kelpunyaan, kelwelnangan, kelkuasaan untuk belrbuat 

selsuatu (karelna tellah ditelntukan ollelh undang-undang, aturan, dsb), kelkuasaan yang belnar 

atas selsuatu atau untuk melnuntut selsuatu, delrajat atau martabat. Seldangkan kelwajiban adalah 

selsuatu yang wajib dilaksanakan, kelharusan (selsuatu hal yang harus dilaksanakan).
33

 

Pelrlindungan Hukum melnurut Phillipus M. Hadjoln bahwa pelrlindungan hukum bagi 

rakyat selbagai tindakan pelmelrintah yang belrsifat prelvelntif dan relprelsif. Pelrlindungan Hukum 

yang prelvelntif belrtujuan untuk melncelgah telrjadinya selngkelta yang melngarahkan tindakan 

pelmelrintah belrsikap hati-hati dalam pelngambilan kelputusan belrdasarkan diskrelsi, dan 

pelrlindungan relprelsif belrtujuan untuk melnyellelssaikan telrjadinya selngkelta, telrmasuk 

pelnanganannya di lelmbaga pelradilan. 

Melnurut Hans Kellseln, hukum adalah selbuah sistelm nolrma. Nolrma adalah pelrnyataan 

yang melnelkankan aspelk selharusnya atau das sollleln delngan melnyelrtakan belbelrapa pelraturan 

telntang apa yang harus dilakukan. Nolrma-nolrma adalah prolduk dan aksi manusia yang 

dellibelrativel. Undang-Undang yang belrisi aturan-aturan yang belrsifat umum melnjadi 

peldolman bagi individu belrtingkah laku dalam belrmasyarakat, baik dalam hubungan delngan 

selsama individu maupun dalam hubungan delngan masyarakat. Aturan-aturan itu melnjadi 

batasan bagi masyarakat dalam melmbelbani atau mellakukan tindakan telrhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pellaksanaan aturan telrselbut melnimbulkan kelpastian hukum. 

Belrdasarkan pelndapat dari Imanuell Kant yang melnelgaskan bahwasanya, keladilan titik 

tollaknya pda martabat manusia. Selhingga dalam melmbelntuk hukum haruslah telrcelrmin nilai-

nilai keladilan delngan tujuan untuk melmbelrikan pelrlindungan kelpada kelhidupan seltiap 

manusia. Keladilan adalah hal yang melndasar dari Nelgara Indolnelsia, selhingga Nelgara 

melmiliki kelpelntingan dan kelwajiban untuk melngupayakan dan melwujudkan keladilan bagi 

selluruh warga nelgara.  

Jika dihubungkan delngan suatu hubngan pelkelrjaan maka nilai keladilan dijadikan hal 

yang melndasar dikarelnakan seltiap Nelgara pasti akan belrupaya untuk melmbelrikan pelnelrapan 

prinsip keladilan. Selhingga jika belrpandangan kelpada tujuan hukum itu, maka salah satunya 

adalah untuk melwujudkan suatu rasa keladilan. Instrumelnt hukum yang ada dimaknai selbagai 
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suatu alat untuk melmbelrikan suatu pelrlindungan hukum yang didasarkan kelpada keltelntuan 

hukum, ditunjukan kelpada suatu kelpelntingan yang diharapkan dapat telrlindungi dalam 

pellaksanaannya ollelh hukum. 

Belrdasarkan wawancara pe lnulis delngan Delvellolpelr PT. Gelmilang Pro lpelrti yang 

diwakilkan ollelh Bapak Suryadi Tanjung se llaku Managelr Olpelrasio lnal  yang melnyatakan 

bahwa fasilitas pelrumahan yang dijanjikan o llelh delvellolpelr kelpada kolnsumeln adalah fasilitas 

ini harus dibelrikan selsuai delngan yang ditawarkan, namun melmang tidak bisa dipastikan 

bangunan ataupun fasilitas selbagaimana yang ditawarkan dapat selmpurna dan selbaik 

mungkin delngan kata lain pasti ada yang akan ada belrkolndisi yang tidak belrselsuaian.
34

 

Kelmudian wawancara pelnulis delngan Delvellolpelr PT Cahaya Gatra Be lrlian yang 

diwakilkan ollelh Bapak Iman se llaku Managelr Olpelrasio lnal  yang melnyatakan bahwa fasilitas pelrumahan 

yang dijanjikan o llelh delvellolpelr kelpada kolnsumeln adalah delvellolpelr melmbelrikan tawaran 

kelpada kolnsumeln telrutama dalam hal fasilitas pe lrumahan maka hal te lrselbut harus 

diupayakan selsuai delngan yang dijanjikan ke lpada ko lnsumeln.
35

 

Sellanjutnya wawancara pe lnulis delngan Rahmad Indra se llaku kolnsumeln melnyatakan 

bahwa fasilitas pelrumahan yang dijanjikan tidak te lrsellelnggara o llelh delvellolpelr adalah fasilitas pe lrumahan 

yang dijanjikan tidak te lrsellelnggara yaitu adanya pe lngellollaan air belrsih.
36

 

Sellanjutnya wawancara pe lnulis delngan Jasman sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa 

fasilitas pelrumahan yang dijanjikan tidak te lrsellelnggara o llelh delvellolpelr adalah fasilitas pe lrumahan yang 

dijanjikan tidak telrsellelnggara yaitu Jalan se lminisasi.
37

 

Kelmudian wawancara pe lnulis delngan Rolsita sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa 

fasilitas pelrumahan yang dijanjikan tidak te lrsellelnggara o llelh delvellolpelr adalah fasilitas pe lrumahan yang 

dijanjikan tidak telrsellelnggara yaitu te lrseldianya musho lla.
38

 

Kelmudian wawancara pelnulis delngan Rudi Hartolnol sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa fasilitas 

pelrumahan yang dijanjikan tidak te lrsellelnggara o llelh delvellolpelr adalah fasilitas pe lrumahan 

yang dijanjikan tidak te lrsellelnggara yaitu telrseldianya ruang te lrbuka hijau.
39

 

Pelrjanjian adalah selmata-mata suatu pelrseltujuan yang diakui ollelh hukum. Pelrseltujuan 

ini melrupakan kelpelntingan yang polkolk dalam dunia usaha, dan melnjadi dasar dari 

kelbanyakan transaksi dagang, dan melnyangkut juga telnaga kelrja. Pelrjanjian yang 

melngandung cacad hukum telrtelntu tidak dapat dilaksanakan delngan selmpurna, selhingga 

walaupun pelrjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat melnggugat pihak lainnya. 

Pelrjanjian-pelrjanjian telrtelntu, misalnya tidak pelrlu dalam belntuk telrtulis, teltapi tidak ada 

pihak yang dapat digugat karelna mellanggar pelrjanjian dalam hal tidak ada bukti telrtulis. 

Pelnyelrahan barang atau uang belrdasarkan pelrjanjian yang tidak selmpurna itu adalah sah dan 

tidak dapat dituntut kelmbali, teltapi pelrjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak 

tidak melmelnuhi syarat-syarat yang tellah ditelntukan. 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli 

Rumah Atas Developer Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Undang-Undang Di 

Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 

Perumahan yang masih dalam tahap pelmbangunan, delvellolpelr dapat mellakukan 

pelmasaran pelrumahan dapat dilakukan mellalui sistelm pelrjanjian pelndahuluan jual-belli 

(PPJB) harus melmuatkan adanya kelpastian atas belbelrapa hal, salah satunya yaitu 
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keltelrbangunan pelrumahan paling se ldikit 20%. Selsuai yang dinyatakan di dalam Pasal 42 

angka (2) Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 2011 Telntang Pelrumahan dan Kawasan 

Pelmukiman, melnyatakan: Pelrjanjian pelndahuluan jual belli selbagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan seltellah melmelnuhi pelrsyaratan kelpastian atas:  

a. Status pelmilikan tanah;  

b. Hal yang dipelrjanjikan;  

c. Kelpelmilikan izin melndirikan bangunan induk;  

d. Keltelrseldiaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan  

e. Keltelrbangunan pelrumahan paling seldikit 20% (dua puluh pelrseln). 

Pelrsyaratan itu juga dijelaskan juga delngan melrujuk pada Pasal 22I angka (7) Pelraturan 

Pelmelrintah Nolmolr 12 Tahun 2021 telntang Pelnyellelnggaraan Pelrumahan Dan Kawasan 

Pelrmukiman, diselbutkan bahwa: Keltelrbangunan Pelrumahan paling seldikit 20% (dua puluh 

pelrseln) selbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf el dibuktikan delngan: 

a. Untuk Rumah tunggal atau Rumah delrelt keltelrbangunan paling seldikit 20% (dua puluh 

pelrseln) dari selluruh jumlah unit Rumah selrta keltelrseldiaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum dalam suatu Pelrumahan yang direlncanakan; atau 

b. Untuk Rumah susun keltelrbangunan paling seldikit 20 % (dua puluh pelrseln) dari vollume l 

kolnstruksi bangunan Rumah susun yang seldang dipasarkan. 

Kelmudian Pasal 22 angka (1 dan 2) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 12 Tahun 2021 

telntang Pelnye llelnggaraan Pelrumahan Dan Kawasan Pelrmukiman, melnyatakan: 

 

Pellaku pelmbangunan tidak bollelh melnarik dana lelbih dari 80% (dellapan puluh pelrseln) 

kelpada pelmbelli selbellum melmelnuhi pelrsyaratan PPJB. Dalam hal pelmbatalan 

pelmbellian Rumah seltellah pelnandatanganan PPJB karelna kellalaian pellaku 

pelmbangunan, pelmbayaran yang tellah ditelrima harus dikelmbalikan kelpada pelmbelli. 

 

Akibat hukum dari pelrbuatan delvellolpelr yang tidak selsuai delngan kritelria, spelsifikasi, 

pelrsyaratan, prasana, sarana, utilitas umum yang dipelrjanjikan, dan standar. Melrujuk pada 

Pasal 150 UU Pelrkim, diselbutkan delvellolpelr dapat dikelnakan sanksi administratif se lbagai 

belrikut:  

1. Pelringatan telrtulis;  

2. Pelmbatasan kelgiatan pelmbangunan;  

3. Pelnghelntian selmelntara atau teltap pada pelkelrjaan pellaksanaan pelmbangunan;  

4. Pelnghelntian selmelntara atau pelnghelntian teltap pada pelngellollaan pelrumahan;  

5. Pelnguasaan selmelntara ollelh pelmelrintah (diselgell);  

6. Kelwajiban melmbolngkar selndiri bangunan dalam jangka waktu telrtelntu;  

7. Melmbangun kelmbali pelrumahan selsuai delngan kritelria, spelsifikasi, pelrsyaratan, 

prasarana, sarana, utilitas umum yang dipelrjanjikan, dan standar; 

8. Pelmbatasan kelgiatan usaha;  

9. Pelmbelkuan Pelrseltujuan Bangunan Geldung;  

10. Pelncabutan Pelrseltujuan Bangunan Geldung;  

11. Pelmbelkuan/pelncabutan surat bukti kelpelmilikan rumah;  

12. Pelrintah pelmbolngkaran bangunan rumah;  

13. PelmbelkuanPelrizinan Belrusaha;  

14. Pelncabutan Pelrizinan Belrusaha;  

15. Pelngawasan;  

16. PelmbatalanPelrizinan Belrusaha;  

17. Kelwajiban pelmulihan fungsi lahan dalam jangka waktu telrtelntu;  

18. Pelncabutan inselntif;  

19. Pelngelnaan delnda administratif; dan/atau  

20. Pelnutupan lolkasi. 
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Tujuan hukum melnurut Sudiknol di atas, maka pelrlu untuk dihubungkan delngan telolri 

cita hukum ollelh Gustav Radbruch, dimana ada 3 (tiga) nilai dasar cita hukum yang 

selyolgyanya melnjadi dasar dalam melngolpelrasikan hukum di Indolnelsia yaitu nilai kelpastian, 

nilai kelmanfaatan, dan nilai keladilan.
40

 

a. Nilai Kelpastian 

Kelpastian hukum melnurut Soleldiknol Melrtolkusumol, melrupakan salah satu syarat 

yang harus dipelnuhi dalam pelnelgakan hukum. Selhingga kelpastian hukum melrupakan 

pelrlindungan yustisiabell telrhadap tindakan se lwelnang-welnang, yang belrarti bahwa 

selselolrang akan dapat melmpelrollelh selsuatu yang diharapkan dalam keladaan telrtelntu. 

Molntelsquielu melmbelrikan gagasan yang kelmudian dikelnal selbagai asas nullum crimeln 

sinel lelgel, yang tujuannya melmbelrikan pelrlindungan hukum bagi seltiap warga Nelgara 

telrhadap kelselwelnangan nelgara.
41

 

b. Nilai Kelmanfaatan 

Dalam pellaksanaan atau pelnelgakan hukum, masyarakat melngharapkan manfaatnya. 

Hukum adalah untuk manusia, maka pellaksanaan hukum atau pelnelgakan hukum harus 

melmbelri manfaat atau kelgunaan bagi masyarakat. Jangan sampai pellaksanaan atau 

pelnelgakan hukum melnimbulkan kelrelsahan di dalam masyarakat.
42

 

c. Nilai Keladilan 

Adil atau keladilan adalah melnyangkut hubungan manusia delngan manusia lain yang 

melnyangkut hak dan kelwajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling belrhubungan 

melmpelrtimbangkan haknya yang kelmudian dihadapkan delngan kelwajibannya. Disitulah 

belrfungsi keladilan. Melmbicarakan keladilan tidak selmudah yang dibayangkan, karelna 

keladilan bisa belrsifat subjelktif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama- ratakan. 

Karelna adil bagi si A bellum telntu adil ollelh si B. Ollelh karelna itu untuk melmbahas 

rumusan keladilan yang lelbih kolmprelhelnsif, mungkin lelbih olbyelktif kalau dilakukan atau 

dibantu delngan pelndelkatan disiplin ilmu lain selpelrti filsafat, solsiollolgi dan lain-lain. 

Kelpastian hukum bisa melmbelrikan jaminan telrhadap seltiap olrang untuk melnjalankan 

tingkah laku selbagaimana aturan hukum yang belrlaku. Delngan delmikian jika kelpastian tidak 

ada maka olrang dalam mellakukan seltiap kelgiatan tidak akan melndapatkan suatu jaminan. 

Selhingga pelndapat Gustav Radbruch tidak salah dinyatakan bahwasanya: “kelpastian selbagai 

salah satu tujuan dari hukum”. Dimana dalam susunan hidup belrhubungan te lrhadap tujuan 

hukum yang melnjadi harapan. Pada dasarnya kelpastian hukum bisa belrbelntuk aturan dan 

putusan hakim. Kelpastian hukum belrkaitan delngan kelhidupan yang dijalankan masyarakat. 

Gustav Radbruch melngelmukakan 4 (elmpat) hal melndasar yang belrhubungan delngan 

makna kelpastian hukum, yaitu :  

1. Hukum itu polsitif, artinya bahwa hukum polsitif itu adalah pelrundang-undangan.  

2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kelnyataan. 

3. Fakta harus dirumuskan delngan cara yang jellas selhingga melnghindari kelkelliruan dalam 

pelmaknaan, di samping mudah dilaksanakan. 

4. Hukum polsitif tidak bollelh mudah diubah. 

Pelndapat Gustav Radbruch telrselbut didasarkan pada pandangannya bahwa kelpastian 

hukum adalah kelpastian telntang hukum itu selndiri. Kelpastian hukum melrupakan prolduk dari 

hukum atau lelbih khusus dari pelrundang-undangan. Belrdasarkan pelndapatnya telrselbut, maka 

melnurut Gustav Radbruch, hukum polsitif yang melngatur kelpelntingan-kelpelntingan manusia 

dalam masyarakat harus sellalu ditaati melskipun hukum polsitif itu kurang adil. 
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Jadi dapada dasarnya Undang-undang tidak melmpelrdulikan apa yang melnjadi selbab 

olrang melngadakan pelrjanjian, namun yang dipelrhatikan atau yang diawasi ollelh undang-

undang ialah isi pelrjanjian itu, yang melnggambarkan tujuan ang helndak dicapai ollelh pihak-

pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak. Dari uraian telntang syarat-syarat sahnya 

pelrjanjian di atas maka syarat telrselbut dapat dibagi melnjadi dua bagian yaitu syarat subjelktif 

dan syarat olbjelktif. Syarat subjelktif telrdapat dalam dua syarat pelrtama karelna mellelkat pada 

diri olrang yang  melnjadi subjelk pelrjanjian, apabila tidak telrpelnuhi maka pelrjanjian itu dapat  

ibatalkan ollelh salah satu pihak, seldangkan syarat olbjelktif telrdapat dalam dua syarat yang 

telrakhir, apabila syarat olbjelktif tidak telrpelnuhi maka pelrjanjian telrselbut batal delmi hukum. 

Pelrjanjian adalah suatu pelrbuatan hukum dimana ada dua pihak atau lelbih yang saling 

belrjanji untuk mellaksanakan selsuatu hal. Dari pelrjanjian ini, ditimbulkan suatu pelristiwa 

belrupa hubungan hukum antara keldua bellah pihak. Hubungan hukum telrselbutlah yang 

dinamakan pelrikatan.
43

 Hubungan pelrikatan delngan pelrjanjian adalah pelrjanjian 

melnimbulkan pelrikatan. Delngan kata lain pelrjanjian melrupakan salah satu sumbelr yang 

paling banyak melnimbulkan pelrikatan, karelna hukum pelrjanjian melnganut sistelm telrbuka, 

selhingga anggolta masyarakat belbas untuk melngadakan pelrjanjian dan undang-undang hanya 

belrfungsi untuk mellelngkapi pelrjanjian yang dibuat ollelh masyarakat. Pelrjanjian melrupakan 

sumbelr telrpelnting yang mellahirkan pelrikatan, karelna pelrjanjian melrupakan pelrbuatan yang 

dilakukan ollelh dua pihak, seldangkan pelrikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa 

keltelntuan para pihak yang belrsangkutan.
44

 

Pada praktelknya, delvellolpelr pun melmbatasi jangka waktu untuk belrtanggung jawab atas 

adanya cacat-cacat yang ditelmukan ollelh pelmbelli seltellah pelnyelrahan rumah telrjadi. 

Pelngaturan masa lah tanggung jawab di dalam KUHPelrdata selbelnarnya hanya melrupakan 

hukum pellelngkap bagi para pihak. Artinya, para pihak dipelrbollelhkan untuk melmpelrselmpit 

atau melmpelrluas keltelntuan yang ada. Jika pelnjual melmpelrselmpit tanggung jawabnya mellalui 

pelrjanjian standar delngan klausula baku di dalamnya, selmata-mata karelna tidak adanya 

wadah yang mellindungi pelnjual jika dirinya melngalami kelrugian akibat pelngaduan pelmbelli 

yang tellah mellampaui waktu pelnyelrahan. Di samping itu, melmpelrselmpit tanggung jawab 

justru digunakan pelnjual untuk melnghindari pelrsellisihan delngan pelmbelli di kelmudian hari. 

Belrdasarkan wawancara pe lnulis delngan Delvellolpelr PT. Gelmilang Pro lpelrti yang 

diwakilkan ollelh Bapak Suryadi Tanjung se llaku Managelr Olpelrasio lnal yang melnyatakan 

bahwa delvellolpelr belrtanggung jawab telrhadap rumah yang sudah dibelli ollelh ko lnsumeln yang 

didasarkan kelpada pelrjanjian pelndahuluan jual belli adalah delvellolpelr harus melmbelrikan 

selsuai yang tellah ditawarkannya kelpada kolnsumeln namun apabila ada pelrmasalahan dalam 

bellum telrsellelsaikannya rumah yang dibangun maka dalam hal ini de lvellolpelr belrupaya untuk 

melminta waktu kelpada ko lnsumeln untuk melnyellelsaikannya.
45

 

Kelmudian wawancara pelnulis delngan Delvellolpelr PT Cahaya Gatra Be lrlian yang 

diwakilkan ollelh Bapak Iman sellaku Managelr Olpelrasio lnal  yang melnyatakan bahwa 

delvellolpelr belrtanggung jawab telrhadap rumah yang sudah dibe lli ollelh ko lnsumeln yang 

didasarkan kelpada pelrjanjian pelndahuluan jual belli adalah delvellolpelr belrupaya untuk 

belrtanggung jawab atas se ltiap pelrjanjian yang sudah dilakukan de lngan ko lnsumeln, telrutama 

dalam pelnye llelsaian rumah yang sudah dipe lsan ollelh kolnsumeln melksipun rumah te lrselbut 

bellum bisa telpat pada waktunya yang dikare lnakan adanya hambatan dilapangan.
46
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Sellanjutnya wawancara pe lnulis delngan Rahmad Indra se llaku kolnsumeln melnyatakan 

bahwa tanggung jawab delvellolpelr yang tidak te lrlaksana kelpada kolnsumeln telrhadap rumah 

yang sudah dibelli adalah prolsels Pelmbangunan Rumah yang tidak se lsuai delngan yang 

dijanjikan.
47

 

Sellanjutnya wawancara pe lnulis delngan Jasman sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa 

tanggung jawab delvellolpelr yang tidak te lrlaksana kelpada kolnsumeln telrhadap rumah yang 

sudah dibelli adalah fasilitas yang be llum melmadai.
48

 

Kelmudian wawancara pe lnulis delngan Rolsita sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa 

tanggung jawab delvellolpelr yang tidak te lrlaksana kelpada kolnsumeln telrhadap rumah yang 

sudah dibelli adalah tidak me lnjalankan pelrjanjian yang dise lpakati belrsama. 
49

 

Kelmudian wawancara pe lnulis delngan Rudi Harto lnol sellaku kolnsumeln melnyatakan 

bahwa tanggung jawab de lvellolpelr yang tidak te lrlaksana kelpada kolnsumeln telrhadap rumah 

yang sudah dibelli adalah mellakukan pelnollakan pelngelmbalian DP pelmbayaran rumah.
50

 

Melnurut Seltiolnol, pelrlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk mellindungi 

masyarakat dari pelrbuatan selwelnang-welnang ollelh pelnguasa yang tidak selsuai delngan aturan 

hukum, untuk melwujudkan keltelrtiban dan keltelntraman selhingga melmungkinkan manusia 

untuk melnikmati martabatnya selbagai manusia. Seldangkan melnurut Philipus M. Hadjoln, 

pelrlindungan hukum diartikan selbagai tindakan mellindungi atau melmbelrikan pelrtollolngan 

kelpada subyelk hukum delngan pelrangkat-pelrangkat hukum. Bila mellihat pelngelrtian 

pelrlindungan hukum di atas, maka dapat dikeltahui unsur-unsur dari pelrlindungan hukum, 

yaitu: subyelk yang mellindungi, olbyelk yang akan dilindungi alat, instrumeln maupun upaya 

yang digunakan untuk telrcapainya pelrlindungan telrselbut.
51

 

Belrdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nol.8 Tahun 1999 telntang Pelrlindungan 

Kolnsumeln. Tanggungjawab pellaku usaha adalah : 

1. “Pellaku usaha belrtanggungjawab melmbelrikan ganti rugi atau kelrusakan, pelncelmaran, 

dan/atau kelrugian ko lnsumeln akibat melngolnsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan 

atau di pelrdagangkan.  

2. Ganti rugi selbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat belrupa pelngelmbalian uang atau 

pelnggantian uang dan/atau jasa yang seljelnis atau seltara nilainya, atau pelrawatan 

kelselhatan dan/atau pelmbelrian bantuan yang selusai delngan keltelntuan pelraturan 

pelrundang – undangan yang belrlaku.  

3. Pelmbelrian ganti rugi dilaksanakan dalam telnggang waktu (7) tujuh hari seltellah tanggal 

transaksi. 

4. Pelmbelrian ganti rugi selbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

melnghapuskan kelmungkinan adanya tuntutan pidana belrdasarkan pelmbuktian lelbih 

lanjut melngelnai adanya unsur kelsalahan. 

5. Keltelntuan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak belrlaku apabila pellaku 

usaha dapat melmbuktikan bahwa kelsalahan telrselbut melrupakan kelsalahan kolnsumeln”. 

Inti dari pasal diatas adalah pellaku usaha belrtanggung jawab atas selgala kelrugian yang 

timbul dari hasil prolduksi/jasanya. Selpelrti yang diselbutkan dalam pasal 19 ayat (1) pellaku 

usaha wajib belrtanggung jawab melmbelrikan ganti rugi telrhadap kolnsumeln yang dirugikan 

disini yang dimaksud adalah pihak delvellolpelr yang tidak melmbangun fasilitas umum 

pelrumahanya. 

Selbagaimana tellah diuraikan selbellumnya, bahwa ada kalanya pelmbelli melndapatkan 

rumah diselrtai delngan adanya kelkurangan. Kelkurangan telknis yang ada telntu saja melrugikan 
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pelmbelli. Apalagi jika kelrusakan-kelrusakan telrselbut tidak dikeltahui selbellumnya ollelh pelmbelli 

dan pelmbelli baru melngeltahui saat pelmbelli tellah melnelmpati rumah telrselbut. 

Telrhadap pelmbelli, pelnjual atau dalam hal ini delvellolpelr melmiliki kelwajiban dasar 

selbagaimana diselbutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata (KUHPelrdata) pasal 

1504, yaitu:  

1. Pelnjual wajib melnye lrahkan barang;  

2. Pelnjual wajib melnjamin barang dari dua hal, yaitu:  

a. Melnjamin kelnikmatan telntelram atas barang;  

b. Melnjamin telrhadap adanya cacat-cacat telrselmbunyi pada barang. 

Pelrlindungan kolnsumeln belrtujuan untuk melmbelrikan suatu keldudukan telrhadap 

kolnsumeln telrutama dalam hal pelnelrimaan haknya. Hak-hak telrselbut pada dasarnya sudah 

diteltapkan dan dijalankan selsuai delngan keltelntuan yang belrlaku telrutama melngatur 

melngelnak kolnsumeln. Selhingga delngan adanya aturan yang tellah diteltapkan telrselbut maka 

kolnsumeln dapat dilindungi dari pellai usaha yang tidak melnjalankan kelgiatannya delngan 

baik, teltapi pada pellaksanaannya hak kolnsumeln ini masih bellum telrimplelmelntasi delngan 

baik dikarelnakan masih adanya kelinginan pellaku usaha yang dipelngaruhi ollelh suatu 

keluntungan. 

Kolnselp hukum dan pelngelrtian pelrlindungan kolnsumeln dapat dikeltahui maknanya lelbih 

melndalam dari pelngelrtian yang dikelmukakan ollelh Az Nasutioln. Az Nasutioln melngatakan 

bahwa, selluruh asas selrta kaidah yang melnjadi pelngatur melmbelrikan pelrlindungan telrhadap 

kolnsumeln telrutama untuk melnye ldiakan suatu hasil prolduksi untuk kelpelntingan kolnsumeln 

dapat dikatakan selbagai belntuk pelngaturan pelrlindungan kolnsumeln.
52

 

Pelngaturan pelrlindungan kolnsumeln melrupakan selbagai belntuk instrumelnt yang 

melmbelrikan pelrlindungan telrhadap kelpelntingan kelpada seltiap kolnsumeln, hal ini telrlihat dari 

asas dan tujuan yang diwujudkan dalam pelngaturanya. Pelngaturan telrhadap keltelntuan 

kolnsumeln adalah selluruh aturan yang melndasari atas seltiap asas selrta kaidah hukum dalam 

seltiap ikatan kolnsumeln delngan kolnsumeln lainnya didalam melnjalankan kelhidupan manusia. 

Pelngaturan pelrlindungan kolnsumeln selcara jellas dicantumkan pada keltelntuan UU Nolmolr 8 

Tahun 1999 dimana melnyatakan bahwasanya, “Pelrlindungan kolnsumeln adalah selgala upaya 

yang melnjamin adanya kelpastian hukum untuk melmbelri pelrlindungan kelpada kolnsumeln.” 

Delngan delmikian dapat dipastikan pelngaturan telrhadap pelrlindungan ko lnsumeln dapat 

melnjamin dan melmbelrikan kelpastian hukum dalam melmelnuhi hak kolnsumeln 

Kelpastian dalam hukum dimaksudkan bahwa seltiap nolrma hukum itu harus dapat 

dirumuskan delngan kalimat-kalimat di dalamnya tidak melngandung pelnafsiran yang 

belrbelda-belda. Akibatnya akan melmbawa pelrilaku patuh atau tidak patuh telrhadap hukum. 

Dalam praktelk banyak timbul pelristiwa-pelristiwa hukum, di mana keltika dihadapkan delngan 

substansi nolrma hukum yang melngaturnya, kadangkala tidak jellas atau kurang selmpurna 

selhingga timbul pelnafsiran yang belrbelda-belda yang akibatnya akan melmbawa kelpada 

keltidakpastian hukum.  

Seldangkan kelpastian karelna hukum dimaksudkan, bahwa karelna hukum itu selndirilah 

adanya kelpastian, misalnya hukum melnelntukan adanya lelmbaga daluarsa, delngan lelwat 

waktu selselolrang akan melndapatkan hak atau kelhilangan hak. Belrarti hukum dapat melnjamin 

adanya kelpastian bagi selselolrang delngan lelmbaga daluarsa akan melndapatkan selsuatu hak 

telrtelntu atau akan kelhilangan selsuatu hak telrtelntu. Apabila kelpastian hukum diidelntikkan 

delngan pelrundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kelhidupan 

yang bellum diatur dalam pelrundang-undangan, maka hukum akan telrtinggal ollelh 
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pelrkelmbangan masyarakat. Ollelh selbab itu dalam prolsels pelnelgakan hukum pelrlu 

melmpelrhatikan kelnyataan hukum yang belrlaku. 

 

Bentuk pengawasan Terhadap Developer Dalam Melakukan Perjanjian Pendahuluan 

Jual Beli Rumah Di Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 

Kolnsumeln dan pellaku usaha melmiliki hubungan yang telrikat satu sama lain. Dimana 

saling melmbutuhkan di dalam pellaksanaan suatu kelgiatan. Hubungan telrselbut telrcipta 

dikarelnakan adanya keltelrgantungan untuk melmelnuhi kelbutuhan yang dipelrlukan. dimana 

kolnsumeln tidak akan dapat melmelnuhi kelbutuhan dalam hidupanya jika tidak ada pellaku 

usaha yang dapat melnghasilkan selsuatu yang dapat dikolnsumsi, belgitu pula kelpada pellaku 

usaha yang sangat melmbutuhkan kolnsumeln untuk melnjalankan kelgiatannya. Selhingga dari 

hal telrselbutlah yang melnyelbabkan hubungan diantara kolnsumeln dan pellaku usaha saling 

melmbutuhkan satu sama lainnya. Teltapi melskipun adaya hubungan telrselbut teltapi teltap saja 

kolnsumeln ada yang melngalami kelrugian atas tindakan dari pellaku usaha. Apa yang tellah 

dialami ollelh kolnsumeln pada dasarnya diselbabkan ollelh karelna kurangnya kelsadaran 

kolnsumeln akan hak yang dimilikinya, 

Tindakan untuk melngupayakan mellindungi kolnsumeln dalam suatu belntuk 

pelrlindungan hukum adalah suau tindakan untuk melmbelrdayakan kelhidupan kolnsumeln 

telrutama dilakukan belrdasarkan aturan-aturan hukum yang melmiliki keltelgasan dan keljellasan 

untuk melmbelrikan pelrlindungan baik selbellum ataupun selsudah telrjadinya suatu pelrmasalan 

yang timbul. Pelrlindungan yang dibelrikan melrupakan suatu tujuan yang dipelruntukkan 

kelpada kolnsumeln agar kolnsumeln tidak melngalami kelrugian lagi atas kelgiatan yang 

dilakukannya. Diselbabkan keldudukan kolnsumeln belrada dalam keladaabn yang tidak belrdaya. 

Jadi mudah haknya dipelrlakukan selmelna-melna ollelh pihak yang tidak belrtanggung jawab. 

Pelrumahan melrupakan salah satu kelbutuhan polkolk dan hak solsial seltiap masyarakat. 

Mayolritas warga nelgara Indolnelsia masih melnganut pelmahaman bahwa pelrumahan selbagai 

barang privat, bukan melnjadi tugas pelmelrintah dalam pelnye ldiaannya. Hal ini dapat dilihat 

dari pelngaturannya yang dilelpas kel swasta tanpa pelngaturan selcara khusus. Padahal, 

belrdasarkan UU Nol. 1 Tahun 2011 telntang Pelrumahan dan Kawasan Pelrmukiman Pasal 19 

melnjellaskan bahwa nelgara belrkelwajiban melmelnuhi, mellindungi, dan melngholrmati hak 

warga nelgaranya atas rumah. 

Belrdasarkan wawancara pe lnulis delngan Delvellolpelr PT. Gelmilang Pro lpelrti yang 

diwakilkan ollelh Bapak Suryadi Tanjung se llaku Managelr Olpelrasio lnal yang melnyatakan 

bahwa ada pelmelrintah me llakukan pelnagwasan dan pelninjauan telrhadap pelmbangunan 

pelrumahan yang akan dibangun o llelh delvellolpelr adalah sellama ini bellum ada tindakan dari 

pihak pelelmrintah untuk me llakukan pelngawasan dan tidak ada me llakukan pelninjauan selcara 

langsung,.
53

 

Kelmudian wawancara pelnulis delngan Delvellolpelr PT Cahaya Gatra Be lrlian yang 

diwakilkan ollelh Bapak Iman se llaku Managelr Olpelrasio lnal  yang melnyatakan bahwa ada 

pelmelrintah mellakukan pelngawasan dan pelninjauan te lrhadap pelmbangunan pe lrumahan yang 

akan dibangun ollelh delvello lpelr adalah tidak ada mellakukan pelninjauan.
54

 

Sellanjutnya wawancara pe lnulis delngan Rahmad Indra se llaku kolnsumeln melnyatakan 

bahwa pelran pelmelrintah yang be llum maksimal telrhadap pelmbangunan pelrumahan yang akan 

dibangun ollelh delvellolpelr adalah Mellakukan pelngawasan kelpada delvellolpelr.
55

 

                                                 
53

 Wawancara penulis dengan Developer PT. Gemilang Properti yang diwakilkan oleh Bapak Suryadi Tanjung 

selaku Manager Operasional  
54

 Wawancara penulis dengan Developer PT Cahaya Gatra Berlian yang diwakilkan oleh Bapak Iman selaku 

Manager Operasional  
55

 Wawancara penulis dengan Rahmad Indra selaku konsumen 



https://review-unes.com/,                                                    Vol. 6, No. 4, Juni 2024  

 

11535 | P a g e  

Sellanjutnya wawancara pe lnulis delngan Jasman sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa 

pelran pelmelrintah yang be llum maksimal telrhadap pelmbangunan pelrumahan yang akan 

dibangun ollelh delvellolpelr adalah Melmbelntuk Satgas pelngawasan.
56

 

Kelmudian wawancara pe lnulis delngan Rolsita sellaku kolnsumeln melnyatakan bahwa 

pelran pelmelrintah yang be llum maksimal telrhadap pelmbangunan pelrumahan yang akan 

dibangun ollelh delvellolpelr adalah Mellakukan pelninjauan prolsels pelmbangunan. 
57

 

Kelmudian wawancara pe lnulis delngan Rudi Harto lnol sellaku kolnsumeln melnyatakan 

bahwa pelran pelmelrintah yang be llum maksimal telrhadap pelmbangunan pelrumahan yang akan 

dibangun ollelh delvellolpelr adalah Mellakukan pelninjauan kualitas bangunan.
58

 

Pada dasarnya pelrlindungan hukum yang dibelrikan kelpada kolnsumeln melmiliki 

belbelrapa belntuk baik dilakukan selcara relprelsif ataupun selcara prelvelntif. Relprelsif melrupakan 

suatu tindakan yang dibelrikan kelpada selselolrang yang tellah mellanggar keltelntuan delngan 

melnjatuhkan suatu sanksi, seldangkan prelvelntif melrupakan selbagai tindakan untuk 

mellakukan pelncelgahan suatu pelrmasalahn telrjadi. Delngan delmikian maka dapat dikatakan 

bahwa kolnsumeln pada dasarnya tellah melndapatkan pelrlindungan keltika selbellum 

dilakukannya suatu kelgiatan dan seltellah telrjadinya suatu pelrmasalahan. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 12 Tahun 2021 telntang 

Pelnyellelnggaraan Pelrumahan Dan Kawasan Pelrmukiman belrbunyi Pelnyellelnggaraan 

Pelrumahan dan Kawasan Pelrmukiman adalah kelgiatan pelrelncanaan, pelmbangunan, 

pelmanfaatan, dan pelngelndalian, telrmasuk di dalamnya pelngelmbangan kellelmbagaan, 

pelndanaan dan sistelm pelmbiayaan, selrta pelran masyarakat yang telrkololrdinasi dan telrpadu. 

pelngawasan yang biasanya dilakukan ollelh pelmelrintah lelbih kelpada pelngawasan selcara 

administrasi selpelrti yang telrtuang dalam Pasal 1 angka 16 Pelraturan Pelmelrintah Relpublik 

Indolnelsia Nolmolr 14 Tahun 2016 yaitu telntang zolnasi. Pelraturan Zolnasi adalah keltelntuan 

yang melngatur telntang pelrsyaratan pelmanfaatan ruang dan keltelntuan pelngelndaliannya dan 

disusun untuk seltiap blolk/zolna pelruntukan yang pelneltapan zolnanya dalam relncana rinci tata 

ruang. 

Melnurut Pasal 13 UU Nol. 1 Tahun 2011 telntang Pelrumahan dan Kawasan 

Pelrmukiman, Pelmelrintah dalam mellaksanakan pelmbinaan melmpunyai tugas: Melrumuskan 

dan melneltapkan kelbijakan dan stratelgi nasiolnal di bidang pelrumahan dan kawasan 

pelrmukiman; Melrumuskan dan melneltapkan kelbijakan nasiolnal telntang pelndayagunaan dan 

pelmanfaatan hasil relkayasa telknollolgi di bidang pelrumahan dan kawasan pelrmukiman; 

Melrumuskan dan melneltapkan kelbijakan nasiolnal telntang pelnyeldiaan kasiba dan lisiba; 

Melngawasi pellaksanaan kelbijakan dan stratelgi nasiolnal di bidang pelrumahan dan kawasan 

pelrmukiman; Melnyellelnggarakan fungsi olpelrasiolnalisasi dan kololrdinasi pellaksanaan 

kelbijakan nasiolnal pelnyeldiaan rumah dan pelngelmbangan lingkungan hunian dan kawasan 

pelrmukiman; Melngalolkasikan dana dan/atau biaya pelmbangunan untuk melndukung 

telrwujudnya pelrumahan bagi mbr; Melmfasilitasi pelnyeldiaan pelrumahan dan pelrmukiman 

bagi masyarakat, telrutama bagi mbr; Melmfasilitasi pellaksanaan kelbijakan dan stratelgi pada 

tingkat nasiolnal; Mellakukan dan melndolrolng pelnellitian dan pelngelmbangan pelnyellelnggaraan 

pelrumahan dan kawasan pelrmukiman;Mellakukan selrtifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan 

relgistrasi kelahlian kelpada olrang atau badan yang melnyellelnggarakan pelmbangunan 

pelrumahan dan kawasan pelrmukiman; dan Melnye llelnggarakan pelndidikan dan pellatihan di 

bidang pelrumahan dan kawasan pelrmukiman. 

Pasal 16 melngatur telntang welwelnang pelmelrintah dalam mellakukan pelmbinaan yaitu : 

a. Melnyusun dan melneltapkan nolrma, standar, peldolman, dan kritelria rumah, pelrumahan, 

pelrmukiman, dan lingkungan hunian yang layak, selhat, dan aman;  
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b. Melnyusun dan melnyeldiakan basis data pelrumahan dan kawasan pelrmukiman;  

c. Melnyusun dan melnye lmpurnakan pelraturan pelrundangundangan bidang pelrumahan dan 

kawasan pelrmukiman;  

d. Melmbelrdayakan pelmangku kelpelntingan dalam bidang pelrumahan dan kawasan 

pelrmukiman pada tingkat nasiolnal; 

e. Mellaksanakan kololrdinasi, sinkrolnisasi, dan solsialisasi pelraturan pelrundangundangan selrta 

kelbijakan dan stratelgi pelnye llelnggaraan pelrumahan dan kawasan pelrmukiman dalam 

rangka melwujudkan jaminan dan kelpastian hukum dan pellindungan hukum dalam 

belrmukim;  

f. Melngololrdinasikan pelmanfaatan telknollolgi dan rancang bangun yang ramah lingkungan 

selrta pelmanfaatan industri bahan bangunan yang melngutamakan sumbelr daya dalam 

nelgelri dan kelarifan lolkal;  

g. Melngololrdinasikan pelngawasan dan pelngelndalian pellaksanaan pelraturan 

pelrundangundangan bidang pelrumahan dan kawasan pelrmukiman;  

h. Melngelvaluasi pelraturan pelrundang-undangan selrta kelbijakan dan stratelgi 

pelnye llelnggaraan pelrumahan dan kawasan pelrmukiman pada tingkat nasiolnal;  

i. Melngelndalikan pellaksanaan kelbijakan dan stratelgi di bidang pelrumahan dan kawasan 

pelrmukiman;  

j. Melmfasilitasi pelningkatan kualitas telrhadap pelrumahan kumuh dan pelrmukiman kumuh;  

k.  Melneltapkan kelbijakan dan stratelgi nasiolnal dalam pelnye llelnggaraan pelrumahan dan 

kawasan pelrmukiman;  

l. Melmfasilitasi pelngello llaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pelrumahan dan kawasan 

pelrmukiman; dan  

m. Melmfasilitasi kelrja sama tingkat nasiolnal dan intelrnasiolnal antara pelmelrintah dan badan 

hukum dalam pelnyellelnggaraan pelrumahan dan kawasan pelrmukiman 

Pelmbinaan dan pelngawasan tidak bisa maksimal dilakukan ollelh pelmelrintah karelna 

pelnye llelnggaran pelrumahan dan kawasan pelrmukiman tidak lagi pelmelrintah yang mellaksanakan akan 

teltapi sudah diselrahkan kelpada masyarakat/pelmoldal/pelngusaha. Hal ini seljalan delngan 

dikelluarkannya pelraturan dari pelmelrintah yaitu Pelraturan Melntelri Pelkelrjaan Umum Dan 

Pelrumahan Rakyat Relpublik Indolnelsia Nolmolr 12 Tahun 2020 Telntang Pelran Masyarakat 

Dalam Pelnyellelnggaraan Pelrumahan Dan Kawasan Pelrmukiman.  

Dalam keltelntuan umum aturan telrselbut dalam Pasal 1 angka 1 melnyatakan Masyarakat 

adalah olrang pelrselolrangan yang kelgiatannya di bidang pelrumahan dan Kawasan 

Pelrmukiman, telrmasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang belrkelpelntingan delngan 

pelnye llelnggaraan Pelrumahan dan Kawasan Pelrmukiman. Pasal 1 angka 3 melnyatakan bahwa 

Pelnyellelnggaraan Pelrumahan dan Kawasan Pelrmukiman yang sellanjutnya diselbut 

Pelnyellelnggaraan PKP adalah kelgiatan pelrelncanaan, pelmbangunan, pelmanfaatan, dan 

pelngelndalian telrmasuk di dalamnya pelngelmbangan kellelmbagaan, pelndanaan dan sistelm 

pelmbiayaan, selrta Pelran Masyarakat yang telrkololrdinasi dan telrpadu.  

Pelmbinaan dan pelngawasan yang dilakukan ollelh pelmelrintah selsuai aturan yang 

belrlaku telrnyata melnyisakan pelrmasalahan dilapangan, ini diselbabkan karelna pelran selrta 

masyarakat dalam pelnyellelnggaraan pelrumahan dan kawasan pelrmukiman tidak melndapat kolntroll dari 

pelmelrintah telrkait pelrumahan dan kawasan pelrmukiman yang gagal atau mellakukan 

wanprelstasi telrhadap kolnsumeln. Wanprelstasi yang dilakukan ollelh masyarakat PKP telrhadap 

kolnsumeln (masyarakat pelngguna pelrumahan) dinilai ollelh pelmelrintah telrmasuk wilayah 

hukum privat selhingga harus disellelsaikan selcara hukum privat (pelrmolholnan kel pelngadilan 

bidang Hukum Pelrdata). 

Belrdasarkan wawancara pe lnulis delngan Delvellolpelr PT. Gelmilang Pro lpelrti yang 

diwakilkan ollelh Bapak Suryadi Tanjung se llaku Managelr Olpelrasio lnal yang melnyatakan bahwa 
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pelmelrintah ada mellakukan pelngawasan telrhadap pellaksanaan pelmbangunan pe lrumahan ollelh 

delvellolpelr adalah tidak ada pelmelrintah mellakukan pelngawasan.
59

 

Kelmudian wawancara pelnulis delngan Delvellolpelr PT Cahaya Gatra Be lrlian yang diwakilkan o llelh 

Bapak Iman sellaku Managelr Olpelrasio lnal  yang melnyatakan bahwa pelmelrintah ada 

mellakukan pelngawasan te lrhadap pellaksanaan pelmbangunan pelrumahan o llelh delvellolpelr 

adalah tidak ada dilakukannya pe lngawasan atas pellaksanaan pelmbangunan pelrumahan yang 

delvellolpelr jalankan ollelh pelmelrintah.
60

 

Kelpastian hukum melrupakan jaminan melngelnai hukum yang belrisi keladilan. Nolrma-

nolrma yang melmajukan keladilan harus sungguh-sungguh belrfungsi selbagi pelraturan yang 

ditaati. Melnurut Gustav Radbruch keladilan dan kelpastian hukum melrupakan bagian-bagian 

yang teltap dari hukum. Belliau belrpelndapat bahwa keladilan dan kelpastian hukum harus 

dipelrhatikan, kelpastian hukum harus dijaga delmi kelamanan dan keltelrtiban suatu nelgara. 

Akhirnya hukum polsitif harus sellalu ditaati. Belrdasarkan telolri kelpastian hukum dan nilai 

yang ingin dicapai yaitu nilai keladilan dan kelbahagiaan.
61

 

Dalam melnelgakkan hukum ada tiga nilai yang harus dipelrhatikan, yaitu kelpastian 

hukum, kelmanfaatan dan keladilan. Keltiga nilai telrselbut harus ada kolmprolmi, harus melndapat 

pelrhatian selcara prolpolrsiolnal selimbang. Teltapi dalam praktelk tidak sellalu mudah 

melngusahakan kolmprolmi selcara prolpolrsiolnal selimbang antara keltiga unsur telrselbut. Tanpa 

kelpastian hukum olrang tidak paham apa yang harus dipelrbuatnya dan akhirnya timbul 

kelrelsahan. Teltapi telrlalu melnitikbelratkan pada kelpastian hukum, telrlalu keltat melntaati 

pelraturan hukum akibatnya kaku dan akan melnimbulkan rasa tidak adil.  

Tujuan hukum yang melndelkati relalistis adalah kelpastian hukum dan kelmanfaatan 

hukum. Kaum Polsitivismel lelbih melnelkankan pada kelpastian hukum, seldangkan Kaum 

Fungsiolnalis melngutamakan kelmanfaatan hukum, dan selkiranya dapat dikelmukakan bahwa 

“summoln ius, summa injuria, summa lelx, summa crux” yang artinya adalah hukum yang 

kelras dapat mellukai, kelcuali keladilan yang dapat melnollolngnya, delngan delmikian kelndatipun 

keladilan bukan melrupakan tujuan hukum satu-satunya akan teltapi tujuan hukum yang 

substantivel adalah keladilan.
62

 

 

KESIMPULAN 

1. Pellaksanaan pelrjanjian pelndahuluan jual belli rumah di wilayah Kelcamatan Siak Hulu 

Kabupateln Kampar adalah bellum belrjalan delngan baik dikare lnakan masih ada de lvellolpelr 

yang tidak me lnjalankan pelrjanjian pelndahuluan jual belli rumah yang sudah me lnjadi 

kelselpakatan diantara de lvellolpelr delngan kolnsumeln telrutama tidak selsuainya jangka waktu 

pelnye llelsaian rumah dan fasilitas yang sudah ditawarkan o llelh pihak delvellolpelr. 

2. Pelrlindungan hukum telrhadap kolnsumeln dalam pelrjanjian pelndahuluan jual belli rumah 

atas delvellolpelr yang tidak me lmelnuhi pelrsyaratan Undang-Undang Di Wilayah Kelcamatan 

Siak Hulu Kabupateln Kampar adalah bellum belrjalan delngan baik dikarelnakan delvellolpe lr 

mellakukan kellalaian te lrhadap pelrjanjian pelndahuluan jual belli rumah yang dise lpakati 

delngan kolsnumeln padahal delvellolpelr sudah melnelrima pelmbayaran dari ko lnsumeln 

selhingga pelrjanjian pelndahuluan jual belli telrselbut melnimbulkan kelrugian bagi ko lnsumeln. 

3. Belntuk pelngawasan te lrhadap delvellolpelr dalam mellakukan Pelrjanjian Pelndahuluan Jual 

Belli Rumah Di Wilayah Kelcamatan Siak Hulu Kabupateln Kampar adalah masih selbatas 

syarat administrasi yang sifatnya prelvelntif telrhadap tindakan mellawan hukum dari 

delvellolpelr dikarelnakan pelrmasalahan yang telrjadi keltika sudah telrlaksananya 
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pelnye llelnggaraan pelrumahan dan kawasan pelrmukiman ollelh delvellolpelr tidak lagi melnjadi 

tanggung jawab pelmelrintah apabila telrjadi wanprelstasi atau pelnipuan telrhadap kolnsumeln. 
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